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A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

=z
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Huruf
Arab

Na
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Keterangan

10 ) -
11 B zai z -
12 o sa’ S -
13 53 syin sy -
14 0P sad $ es dengan titik di bawah




15 P dad d de dengan titik di bawah
16 b ta’ t te dengan titik di bawah
17 5 s ; zet dengan titik di
i bawah
18 ¢ ain ‘ koma terbalik di atas
d
2

C. Ta’ Marbutah

Vi



1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: edll 8y : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: Sc.Uo Talhah

Jika Ta’ Marbutah di ang “al” dan bacaan kedua

itu ditransliterasikan

itulis h, kecuali u a Arab yang

enjadi bahasa Indo

in, ditulis t

D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong.
1. Vokal Tunggal

vii



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 T Fathah a a
2 o Kasrah i i
3 __ Dammah u u

Contoh:

) Bahasa Arab ya gnya berupa

Sinya sebagai

Contoh:
&S Kaifa

E. Vocal Panjang (Maddah)
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Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf transliterasinya sebagai berikut:

Tanda

No Vokal Nama Latin Nama
1 K Fathah dan alif a a bergaris atas
2 S @ a a bergaris atas
3 S | bergaris atas
4 | 45 bergaris atas

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil,

Satu Kata

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz

jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan

(izafah) maka dihilangkan.



Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1.
. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...

2
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4.

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

Billah ‘azza wa jalla

diganti dengan huruf

i Syaddah atau i ilambangkan

sama baik ketika b gah maupun

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan

huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 .
Contoh:

o, s al-Qur’an



L : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal
huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman

Umum Ejaan Bahasa Ind PUEBI) yakni penulisan huruf

kapital pada awal kali i, setelah kata sandang “al”,

dll.
Contoh:
Ji
@\ﬂ\ Sab ‘u al-Masani
huruf kapital untu berlaku bila
dalam ya lengkap dan kal dengan kata
lain se huruf atau harakat ngkan, maka

K. Huruf Hamzah

Xi



Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas ()
atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika
hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

ool aghe sl ‘Uliim al-Din

. Penulisan Kata
kata kerja), isim atau
huruf, tertentu  yang
dirangkaikan
arakat yang

kata tersebut

ngkaian

tersebut

37\-0}“ &>« ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.
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ABSTRAK

Choirun Nisrina, 2024. Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang
(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn), Skripsi Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Pengangkatan anak di Indon
yang berlaku harus ditetapkan di
hukum bagi para pihaknya

ia menurut Perundang-undangan
ilan agar mempunyai kekuatan

Pengangkatan
anak harus se
Pemohon

Bahwa persyaratan dan. pro
engan ketentuan yang berlaku,
menikah minimal 5" tahun. akim harus

mempertimba ketentuan-ketentuan khusus para pihak.
Putusan Nom 03/Pdt.P/2023/PA.Kjn tentang abulkan dan
mengesahkan gangkatan anak di mana Pem merupakan
perempuan laj terlihat bahwa hakim tidak meng an peraturan

tersebut, kare
Tulisan ini ber
hukum hakim

ak memenuhi persyaratan calon
n untuk mendalami konstruksi huk
kibat hukum dari putusan perkara
iti ini adalah penelitia
erundang-undan

tua angkat.
ertimbangan

jurnal dan hasil pe
hukumnya adalah stu
dan wawancara serta menggunakan ana
datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan
peraturan-peraturan yang berifat umum dalam mengabulkan
permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon lajang. Dari putusan
yang dikabulkan oleh majelis hakim pada 7 Agustus 2023 berakibat
pada pengalihan pengasuhan dan tanggung jawab anak angkat berusia 2
tahun 1 bulan kepada orang tua angkat tunggal, yakni seorang

ISIS presKriptif sebagai analisis

XVi



perempuan berumur 33 tahun. Pegalihan pengasuhan dan tanggung
jawab tesebut tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan ibu
kandungnya, jadi anak angkat tetap berstatus bukan mahram dengan ibu
angkatnya maupun saudara-saudara angkatnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemohon Lajang, Pengangkatan Anak
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ABSTRACT

Choirun Nisrina, 2024. Child Abduction by Solicitor Lajang (Study
Judgment Number: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn), Islamic Family Law Study
Program, Shariah Faculty, State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The detention of a child in
force must be established in the
In positive laws, there ar
retirement, namely Law
Government Regulatio
Ministry of Social
retirement conditi edures for the
removal of th must comply with the ap i
including that plicant has been married for at ive years, the
judge must co r the specific provisions for the
No.: 203/Pdt. 3/PA.Kjn on accepting and confir
of a child inw the applicant is a single woman, i ears that the
judge does no the rule, because it does not meet/thelconditions of
the potential r parent. This paper aims to
construction, judge’s legal considerations
consequences case decision.
research is normative research
roach, and a conceptual

donesia according to the laws in
have legal force for its parties.
ulations governing child
on Child Protection,
hild Retirement and

the legal

a legislative

Interview and the us

The results
commonly accepted rules in'admitting an application for the removal of
a child by a single applicant. From the judgment passed by the judge's
assembly on 7 August 2023 resulted in the transfer of the custody and
responsibility of the child aged 2 years 1 month to the single parent,
namely a woman aged 33 years.

Keywords: Lawful consequences, Single petitioner, Child abduction
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengangkatan anak setelah masa reformasi diistilahkan

sebagai suatu proses pemind tanggung jawab anak dari orang

tua asal atau orang tu au wali yang sah kepada

ini ;Ssemata-mata hanya mengg n perjanjian

antara ke elah pihak. Jelas bahwa pengangk anak dengan

cara perjanjian kedua belah pihak mempunyai

nilai yuri hingga berakibat tidak ada huku
Padahal

dalam isti ain adalah adopsi diartikan sebag

ng mengikat.

lam sistem hukum Indonesia pe gkatan anak

atu lembaga

berakibat hukum bagi

Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya ditulis
PP No0.54/2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor
110/HUK/2009 (untuk selanjutnya ditulis Permen Sosial
No.110/HUK/2009) yang merupakan turunan dari Undang-Undang

1T Ketut Oka Setiawan, “Hukum Perorangan dan Kebendaan” (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 83.



Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (untuk
selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak). Pengangkatan anak

yang terjadi di Indonesia hendaklah menyesuaikan dengan proses

pengangkatan anak yang lam peraturan yang berlaku.

Hal mendasar yang at harus penuhi adalah

syarat-syarat pe an anak; seba terdapat pada Pasal

anak dibagi

kni persyaratan materiil bagi mas asing pihak

inistratif bagi masing-masing p Persyaratan

tersebut h dipenuhi oleh masing-masing piha
an materiil yang berkaitan dengan anak angkat
yakni a.) dibawah 18 (delapan belas) tahun; rmasuk anak

I, berperilaku baik,

mampu secara ek al berusia 30 tahun,
maksimal 55 tahun dan sudah menikah minimal 5 tahun pernikahan
yang belum atau tidak mempunyai anak; ¢) agamanya sama dengan

calon anak dan bukan termasuk pasangan sejenis; d) Pernyataan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Bab I1I.
3 Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 12 dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, Pasal 4.



tertulis bahwa tujuan utama pengangkatan anak untuk perlindungan
anak, kepentingan anak, dan kesejahteraan anak; e) memperoleh
izin dari orang tua kandung dan instansi sosial setempat; f) sudah
mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan dihitung sejak

mendapatkan izin pengasuhan diberikan.*

gkatan anak sebenarnya banyak se ang menarik

untuk dite il tetapi penyusun tertarik dengan sal unya perkara

atau kasu g terjadi di Pengadilan Agama K Dalam kasus

atau perm an perkara yang diajukan oleh Pe

n perempuan

bermaksud

m /menikah berumur 33 tahun

dengan laki-laki gkat bisa dikatakan

hanya mempun gan ibu kandung.
Menurut data yang diperoleh, bahwa anak yang akan diangkat su

dah hidup dengan Pemohon sejak hari lahir si anak.®

4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 13 dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, Pasal 7 Ayat 1.
5 Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn, 1.



Hubungan calon ibu angkat dengan ibu kandung si anak dapat
dikatakan dekat. Ibu kandung dari calon anak angkat mengetahui
bahwa pemohon bekerja sebagai pemilik Event Organizer,
sehingga dianggap mampu dalam keadaan ekonomi untuk
mengasuh calon anak angkat. Dengan alasan bahwa perekonomian

ibu kandung tergolong men kebawah. Dari alasan tersebut,

maka Pemohon meman uk mengangkat anak laki-

erkara Nomor

raktik putusan Pengadilan Ag
perkara or  203/Pdt.P/2023/PA.Kjn lis  hakim

Kajen pada

mengabul perkara permohonan pengang anak oleh
Pemohon g tersebut dengan mengesampin persyaratan
materiil s aimana diatur dalam PP No.54/ dan Permen

berkekuatan hukum pada tanggal 7 Agustus 2023 tetapi dalam

pengesahan dan putusannyanya hakim tidak menggunakan
peraturan khusus bagi Pemohon lajang, sehingga banyak

persyaratan dan prosedur pengangkatan anak yang tidak sesuai

& Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.



dengan aturan yang berlaku. Diantaranya adalah syarat materiil
calon anak angkat yang hanya terpenuhi pada usia calon anak
angkat, syarat materiil calon orang tua angkat yang hanya terpenuhi
pada usia, agamanya, memperoleh izin dari orang tua kandung
anak, sudah pernah mengasuk calon anak angkat minimal 6 bulan,
berperilaku dan bersosial yang baik dan bukan termauk pasangan

sejenis. Kemudian dala ersyaratan administrasi dan

prosedurnya, secara uai dengan aturan yang

Pemohon al atau Pemohon “lajang. ipertanyakan

mengapa tidak menggunakan norma terse n bagaimana

keadilan roses perkara

a putusan ini, terjadi persoala kum terkait

gkapan syarat Pemohon dan calo k yang akan

anak. Putusan

faktual tentang ng bisa dilakukan

untuk penelitian. ahwa putusan dibuat
dengan prosedur hukum acara yang tidak sesuai dengan norma
pengangkatan anak oleh Pemohon lajang. Sedangkan persoalan
faktualnya yaitu putusan kurang menonjolkan tujuan dan alasan

pengangkatan anak.



Persoalan yuridis sangat bersinggungan dengan tujuan hukum
dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan keadilan hukum.
Kemanfaatan dan keadilan hukum tolok ukurnya dengan
menggunakan Kriteria yang sudah dirumuskan oleh hukum dalam
bentuk hak dan kewajiban yang diatur dan ditegakkan melalui
proses hukum. Hakim yang menetapkan dan mengesahkan suatu

perkara dengan mengesampi eraturan perundang-undangan

walaupun hanya sebagi ural dapat dipertanyakan

mengabulkan

in pengangkatan anak oleh Pem lajang tanpa

prosedur

penyusun pandang perlu diteliti memperoleh

pemaham ndalam mengenai pertimbangan h hakim yang

mengesa kan aturan tersebut.

Ber kan duduk perkara yang ada d

lam putusan
perkara Pengadilan Agama ajen Nomor

penyusun

utusan Nomor:

Rumusan Masalah

Uraian yang penyusun jelaskan di atas, bisa dirumuskan
masalah, sebagai berikut:



1. Bagaimana konstruksi hukum pengangkatan anak pemohon
lajang perkara Nomor 203/Pdt.P/2023.PA.Kjn dalam hukum
positif di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus
perkara pengangkatan anak oleh pemohon lajang Nomor
203/Pdt.P/2023.PA Kjn?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pen un Kkaji ini adalah untuk

menjelaskan:

ertimbangan hukum hakim dalam utus perkara

tan anak oleh  pemohon ng Nomor

eillmuan bagi

ongan dan referensi
tambahan terkait kajian hukum khususnya perkara
pengangkatan anak di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis



a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi
masyarakat terkait persyaratan dan prosedur pengangkatan
anak menurut Perundang-undangan.

b. Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar strata satu
(S1) pada program studi di Fakultas Syariah UIN K.H.
Abdurrahman Wabhi

longan vyaitu program studi

n diartikan sebagal usaha s hakim dalam

atau membentuk suatu huku

dan kurang lengkap dalam meny ikan perkara

diadili. Dapat diartikan pula

n hukum oleh aparat atau hakim diterapkan di

ukum umum pada peristiwa huk

ukum tidak lain untuk melindungi yarakat yang

dilakukan oleh hakim. Metode tersebut ialah metode interpretasi

hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum ialah
penafsiran pada undang-undang dengan masih berpegang pada

teks peraturannya. Sedangkan konstruksi hukum ialah penalaran

7 Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
159.



logis dan berkembang yang tidak lagi berpegang pada teks
undang-undang, tapi masih harus memperhatikan suatu sistem
hukum. Dalam perkembangan yang dibenturkan dengan arus
globalisasi, hukum positif bersifat statis sedangkan

masyarakatnya bersifat dinamiis. Hal tersebut menjadikan hukum

selalu tertinggal den ang terjadi di masyarakat,

sehingga hakim i ng untuk melakukan

melakukan penemuan um  dengan
n metode konstruksi,  hakim mengetahui

syarat uan hukum, diantaranya:®

eliputi semua bidang ' huku ositif  yang

utan.

leh ada pertentangan logis di pembuatan

an sebuah faktor

penting dalam dalam mewujudkan

nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum bagi pihak-
pihak yang bersangkutan. Dalam mempertimbangkan hukum,
seorang hakim harus melihat dari berbagai aspek, utamanya

8 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum
Acara di Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2, No.2 (2013): 191.

9 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum
Acara di Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan 2, No.2 (2013), 194.
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dalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya agar seimbang
dalam putusan perkara. Pada umumnya, pertimbangan hukum
berisi analisis, argumentasi, pendapat serta kesimpulan hukum.
Lebih jelasnya, bahwa pertimbangan hukum hakim harus

memuat beberapa hal, diantaranya:

-hal yang diakui atau dalil-

Pokok dalam perso

C. semua bagian dari petitum Pemo harus diadili
ertimbangkan secara teliti, sehin hakim dapat
kesimpulan  untuk dapat diputu dalam amar

ya.
ng 'hakim mempunyai hak keb

n tersendiri

pertimbangkan dan memutus suatu™perkara. Hal

bagi masyarakat.’® Hakim dituntut untuk bisa seadil-adilnya
dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim yang ideal
dalam mengambil putusan di Pengadilan perlu adanya

kesesuaian secara yuridis baik diantara fakta hukum, alat bukti,

10 Moh. F auzan Januri, Analisis Yurisprudensi, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2018), 106.
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maupun dasar peraturan perundang-undangan. Fakta hukum ini
diperlukan sebagai dasar pada pokok permohonan.*!

Dalam mempertimbangkan hukum, seorang hakim harus
melihat dari berbagai aspek, utamanya dalam aspek filosofis,

sosiologis dan yuridisnya agar seimbang dalam putusan perkara.

Sehingga tujuan uta ngan yakni keadilan dan
kemanfaatan dap

putusannya juga dapat
berakibat i

serta dapat

katan Anak di Indonesia

gangkatan anak di Indonesia se formal dapat

sebagai suatu perbuatan hukum mengalihkan

nak dari tanggung jawab dan ke an orang tua

wali sahnya kepada tanggung jaw. n kekuasaan

ahun 2007 dan
rsyaratannya dalam
Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Penyebutan

11 Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, Jurnal lus Constituendum 5, No.2 (2020):
315.
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bagi anak yang sudah mendapat penetapan pengalihan
tanggung jawab kepada orang tua baru ialah anak angkat.*?
Tujuan pengangkatan anak tak lain adalah untuk

kepentingan anak dan sarana untuk mensejahterakan anak

yang ingin diangkat. besarnya adalah memperbaiki

kehidupan, mem idup anak untuk sekarang

a ftidak mengabaikan “kehidup nak. Selain

dalam memenuhi dan memper

gkat, pengangkatan anak yan ilegalkan di

ahan juga bertujuan untuk menda

) pengangkatan anak di Indonesia.

kum positif Indonesia yang atur tentang

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

12| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 83.

13| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 84.
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3) Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak yaitu No.110/HUK/2009.4

Ada beberapa prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan

Pengangkatan Anak, di anya adalah pengangkatan anak

dilakukan seperti tuj akan menghapus hubungan

nak angkat. Disamping mengat tang prinsip

atan anak, Indonesia juga me r mengenai

ak angkat dan calon orang tu kat, sebagai

apa Syarat calon anak yang ingin kat meliputi

materiil dan formil. Syarat ma calon anak

KTP wall yang sah atau dari orang tua kandung,
menyertakan fotokopi KK orang tua calon anak angkat
beserta kutipan akta kelahiran calon anak yang ingin di
angkat.

14 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
104.

15| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 86-87.
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2) Selain beberapa persyarat berkas diatas calon orang tua
angkat juga mempunyai syarat khusus diantaranya adalah:
a) sehat jasmani, rohani, berperilaku baik, mampu secara
ekonomi dan sosialnya; b) minimal berusia 30 tahun,
maksimal 55 tahun dan sudah menikah minimal 5 tahun
pernikahan yang belum atau tidak mempunyai anak; c)

on anak dan bukan termasuk

agamanya sama

pasangan sej n tertulis bahwa tujuan

orang tua kandung dan instan
mengasuh calon anak angkat
diberikan.

katan Anak dalam Pandangan Hukamlslam

ng sejak mendapatkan izin pengas

hmud Syaltut mengartikan bah engangkatan

punyai dua arti, yaitu mengambi ggung jawab

serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak termasuk

perwujudan dari akibat hukum diantara keduanya. Pengertian
diatas dikutip oleh Andi Syamsu Alam dalam bukunya yang
berjudul Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.
Pengangkatan anak dalam arti tersebut diatas jelas
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bertentangan dengan Hukum Islam yang terdapat pada QS.
Al-Ahzab ayat 4 dan 5.1

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam
rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang
kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak
u sebagai anak kandungmu
itu hanyalah perkataan di

illah + mereka (anak
akai) nama bapak mereka. It
ah. Jika kamu tidak mengetah
nggillah mereka sebagal) s
gama dan maula-maulamu. Tidak dosa atasmu
kamu khilaf tentang itu, tetapi ( ada dosanya)
yang disengaja - oleh hatim
gampun lagi Maha Penyayang.’
): 5)18

a dua hal yang dijelaskan dalam ah Al-Ahzab

yaitu persoalan zihar dan

angkatan Zaid bin
Harisah oleh Nabi Muhammad. Zaid bin Harisah diangkat

anak ketika menjadi tawanan dan budak saat peperangan

16 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif
Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 21-22.

17 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, Qur’an
Kemenag, (Jakarta, 2022).

18 |_ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, Qur’an
Kemenag, (Jakarta, 2022).
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antara salah satu kabilah Arab dengan Bani Tayyi’. Zaid
tersebut menjadi hadiah untuk Khadijah dari sudaranya
Hakim bin Ham bin Khuwailid. Kemudian setelah Khadijah
menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid dijadikan hadiah
untuk Nabi. Mendengar berita tersebut, ayah kandung Zaid
meminta Nabi Muhammad untuk menyerahkan Zaid, Nabi

memberikan kelelua: da Zaid memilih. Zaid tetap

memilih hidup b mmad. Atas jawaban itu,
Nabi nemui.. or lalu  bersabda:

id adalah anakku,

2

eh kamu sekalian bah

mewarisinya, dan 1a. ak

tkan oleh al-Bukhari, Muslim, at- 171, an-Nasa’1

-imam hadi yang lain bahwa se aat itu, Zaid

1 dengan “Zaid bin Muhammad.”

mudian turunlah ayat ini, sebag egas bahwa

dan tidak

nak menasabkan ayah kandun

menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan anak

kandungnya. Tetapi jika hanya mengasuh anak orang lain
sebagai amal sosial dengan izin orang tua kandungnya tanpa

waris-mewarisi, tidak menjadikannya sebagai mahram dan
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masih dinasabkan dengan orang tua kandungnya, maka hal itu
tidak diharamkan, bahkan mendapat pahala.®

Dengan demikian pengangkatan anak menurut hukum
Islam diperbolehkan dengan tujuan pengasuhan dan

pendidikan anak angk npa mengubah hubungan darah

es pelaksanaan pengangkatan an

Pasal 20
asal 22 Ayat 1 dan Pasal 23 Perat Pemerintah
007, yaitu:

ajukan surat permohonan kepada

gadilan Agama Kajen didasarkan

a pengadilan

. Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Positif

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Permen Sosial
No0.110/HUK/2009 menyebutkan bahwa pengangkatan anak
merupakan suatu proses pengambilan tanggung jawab anak

19 |_ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, Qur’an
Kemenag, (Jakarta, 2022).

20 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
118-119.
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dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada lingkungan
dan tanggung jawab orang tua yang baru (orang tua angkat).?
R.Soepomo memberikan maksud bahwa adopsi atau
pengangkatan anak adalah mengadopsi anak dari orang lain

hubungan hukum antara

diadopsi yang kemudian

perkembangannya, pengang anak berlaku

gi seluruh masyarakat yang ber utan. Tidak

kan golongan penduduk maupun
ijelaskan dalam PP N0.54/2007 m
ak dilakukan oleh pengadopsi ya

kebudayaan.
utkan bahwa
h (dalam hal

ketentuan)

Hal

ini ah ' pengadopsi yang sesual d

terhadap anakyang ingin diadopsi. Maksudnya pengadopsian
i PP
tidak
Perlindungan
Anak yang n anak angkat saja.?®
Hukum positif tentang pengadopsian anak yang

berkembang di Indonesia juga mengatur ketika si pengadopsi

21| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 83.

22 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Malang: Pradnya Paramita,
2007), 17.

2 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
105.
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tidak melaksanakan kewajiabannya atau mengabaikan anak
angkatnya. Pengabaian terhadap anak angkat ini akan
berakibat pada orang tua angkat yaitu pelanggaran yang
mendapat hukuman pidana penjara 5 tahun (maksimal) atau
sebesar Rp. 100.000.000-,00
k. Ketentuan ini terdapat

bisa dengan membay

(seratus juta rupi

pengangkatan anak yang menga da Peraturan

g-undangan di Indonesia, maka

elas bahwa pengangkatan anak

hubungan darah antara anak ang engan orang

ya. Akan tetapi, tanggung jaw. n hak anak

. Dengan kata

orang tua kandung sudah tidak ada

an mewarisi sudah t

g dirasa
asih banyak celah
persoalan terkait pengangkatan anak yang belum diteliti. Sehingga
penelitian walaupun masih dengan tema yang sama, namun

fokusnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

24| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 84.

% Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
120.
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Adapun hasil dari tinjauan pustaka yang didapatkan oleh penyusun
dapat dipaparkan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Azzah Lia F. dari Universitas
Lampung Fakultas Hukum tahun 2023, dengan judul “Analisis
Hukum Pengangkatan Anakglleh Orang Tua Tunggal (Single

intah Nomor 54 Tahun 2007

Parent) Berdasarkan Per

rang./tua tunggal yang menganut PP

akibat hukum yang" nantinya timbul dari
oleh orang tua tunggal.?® Pe an ini tidak
kasus dalam penelitiannya. Seh analisisnya

gkupi  Peraturan - Pemerintahn saja tanpa

ari realita dan prosedur yang tej

Selain itu, turan lebih lanjut mengenai penga tan anak oleh

ijelaskan dalam Peratura i ipsirini

yakni penulis menggunakan kasus atau perkara perngangkatan anak
nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn dalam menganalisisnya sehingga
menggunakan analisis yuridis berupa UU Perlindungan Anak, PP
N0.54/2007 dan Permen Sosial No0.110/HUK/2009 yang

% Azzah Lia Falihah, “Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua
Tunggal (Single Parent) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas
Lampung, 2023).
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disingkronkan dengan fakta-fakta hukum vyang terjadi di
Pengadilan.

Skripsi Nisrina Faidah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak
(Adopsi) oleh Orang Tua A

dari Peraturan Pemeri

t yang Belum Menikah Ditinjau
54 Tahun 2007 Tentang

Pelaksanaan Penga . itian ini menganalisis

Pada pen tersebut meneliti tentang s

ang dilakukan oleh orang tua tun erspektif PP

npa menggunakan perkara atau

penelitian memiliki persamaan dengan pe an penyusun

yaitu pad k yang diambil terkait pengangkat

tuayang b menikah. perbedaannya adalah bal

a sah atau tidaknya penga

dijelaskan juga
No0.110/HUK/2009 disinggung juga dalam perspektif Hukum Islam
serta menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul dari
pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama
dilengkapi dengan pertimbangan hukum hakim.

2" Nisrina Faidah, “Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh
Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” Thesis Program Studi llmu
Hukum, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023).
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Skripsi yang ditulis oleh Syafiatul Munawwaroh mahasiswa
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021
yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh
Orang Tua Tunggal Menurkt Undang-Undang Perlindungan

Anak.”?® Penelitian ini status hukum yang terjadi
kepada anak angkat

UU Perlindung

at menikah ditinjau dari
. Persamaan d enelitian penyusun

gan.anak, menganalisis ositif Undang-

ngan Anak. Perbedaanya yaitu sun meneliti

Pengadilan Agama dan tidak ha enggunakan
an Anak tetapi juga menggunaka No0.54/2007
dan Perm osial No.110/HUK/2009 serta d gung sedikit

dalam per if Hukum Islam.

ang ditulis oleh Fauziah Lubi

m Negeri Sumatera Utara tahun

Pengadilan Med dn).”?° Penelitian

ini menganalisis akim pada perkara
pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan

dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini

28 Syafiatul Munawwaroh, “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak
Oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” Skripsi
Program Studi llmu Hukum, (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

29 Wahyuda dan Fauziah Lubis, “Keabsahan Adopsi Oleh Orang Tua Angkat
yang Belum Menikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus pada Putusan
Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn),” Jurnal Preferensi Hukum 4,
No.3 (2023).
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mempunyai persamaan mengkaji produk hukum dari Pengadilan
Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua
angkat yang belum menikah, tetapi memiliki perbedaan pada
perspektif yang digunakan. Penyusun dalam penelitian ini

menggunakan perspektif huk ositif disinggung juga perspektif

Hukum Islam sedangka itian putusan perkara nomor

Orang T gkat yang Belum Menikah i Penetapan

Agama Tanjung Ka Nomor
2/PA.Tnk)” yang ditulis oleh

lam Negeri Raden ‘Intan Lampu

rima Putri,
hun 2023.%°
atu perkara

pembahasannya pada analisi
anak yang dilakukan oleh calon

ikah. Penelitian ini men

mempunyai hubungan darah (paman dari ayah kandung) dengan
anak yang diangkat. Sedangkan dalam perkara ini orang yang akan
mengangkat merupakan orang lain atau tidak mempunyai hubungan
darah apapun dengan anak yang diangkat. Penelitian ini mempunyai

30 Tyurima Putri,“Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat yang
Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor
0036/Pdt.P/2012/PA.Tkn),” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, (UIN
Raden Intan Lampung).
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persamaan dengan penelitian penulis yakni menggunaan produk
hukum dari Pengadilan Agama yang membahas mengeni
pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang belum
menikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya,
penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam sebagai

peninjaunya.

Dari uraian diatas p mencoba menuliskan dalam

bentuk tabel, sebagai
an Persamaan dan Pe Penelitian

nyusun dengan Penelitian. Ter

No
Persamaan rbedaan

Topik yang itian ini
gkatan  Anak | diambil
Orang  Tua | berupa gunakan
al (Single | pengangkat kK hukum
) | Berdasarkan | an anak oleh dilan

orang tua
tunggal

meneliti
Anak ole hukum
Tunggal Menurut | Undang- Pengadilan
Undang-Undang undang Agama dan tidak
Perlindungan Anak Perlindunga | hanya

n Anak menggunakan
uu
Perlindungan
Anak tetapi juga

produk
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menggunakan PP

No0.54/2007,
Permen  Sosial
No0.110/HUK/20
09 dan
disinggung
sedikit mengenai
perspektif
Hukum Islam
Tinjauan ik yang | Penelitian ini
Pengangkatan i hanya terfokus
pada sah atau
tidaknya
engangkatan
tu menurut PP
ah Nomor 54 | yang belum 4/2007
menikah
Sama-sama ini
oleh Orang Tua | menggunaa
t yang Belum |n  produk
dalam | hukum dari
a di Pengadilan | Pengadilan Islam
Tanjung | Agama
Nomor | yang

PA.T

mem
me

pe

a

y

dilakukan
oleh
Pemohon
yang belum
menikah

Keabsahan Adopsi
oleh Orang Tua Angkat

Sama-sama
mengkaji

Penelitian ini

hanya
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yang Belum Menikah | produk menggunakan
Perspektif ~ Maslahah | hukum dari | perspektif
Mursalah (Studi Kasus | Pengadilan | hukum  Islam,

pada Putusan | Agama yakni maslajah
Pengadilan Medan | tentang mursalah

Nomor pengangkat
141/Pdt.P/2013/PA.M | an anak

dn yang

an penjelasan di atas, terda

okus permasalahannya, yaitu p

terletak p
dilakukan
dengan p

Pemohon lajang, sedangkan y

ian terdahulu terletak pada pers

bahwa pe an penulis menggunakan perspekti um normatif

diantaran Perlindungan Anak, PP No.54/ dan Permen
HUK/2009 dan sedikit disinggung

aan yang lain terlet

Sosial No. an perspektif

Metode Peneliti
1. Jenis Penelitian

Menurut penyusun, jenis penelitian yang cocok untuk

karya tulis ini adalah penelitian normatif, dengan pertimbangan

bahwa dalam penulisan karya ilmiah yang menganalisis tentang

putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Agama Kajen,
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maka tidak akan pernah lepas dari penelitian hukum, karena
yang digunakan dalam putusan hakim dalam perkara
pengangkatan anak adalah Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah yang harus tetap ada kaitannya dengan

pengangkatan anak. Peneli hukum yang akan penyusun

gunakan dalam karya ji sarkan pada penjelasan Dr.
dalam putusan hakim
tidak meng iti research) karena

jelas ya penelitian ini

eneliti bahan-bahan hukum- ya mudian bisa

bagai kajian ilmu hukum.*

Penelitian

jenis penelitian yang penyusun rkan di atas,

elitian ini akan menggunakan perpaduan

yaitu antara pendekatan Kka pendekatan

dan pendekata

mempelajari, mengetahui dan memahami penerapan norma-

norma dan/atau kaidah hukum yang digunakan hakim dalam

31 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
cet.tujuh, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 46.

%2 Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2022), 30.
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praktik pengambilan putusan.®® Selain itu, pendekatan
Perundang-undangan digunakan dalam penelitian normatif
karena pada penelitian hukum normatif tentang pengangkatan

anak pada perkara yan lis didasarkan pada penelitian

berbagai aturan huku um yang digunakan hakim

igunakan  untuk

gaturan yang

ditangani.3

dengan isu-isu hukum yang s

ekatan Perundang-undangan, pend n konseptual

juga d kan dalam penelitian ini. Pende konseptual
i untuk menganalisis bahan huku ingga dapat
aksud yang terkandung dalam istil tilah hukum.

konseptual digunakan  seba cara untuk

na baru yang terkand

ngenai pengertian,

konsep dan asas-asas hukum yang sangat relevan dengan kasus

yang diteliti.®

33 Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
cet.tujuh, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 321.

34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum cet.13, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2017), 136.

% Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh,
(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

% Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2022), 31.
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3. Bahan Hukum
Dalam penelitian ini terdapat dua bahan hukum sebagai
berikut:

a. Bahan Hukum Primer

ukum yang berlaku di Indon ng diurutkan

an hierarkinya. Dalam penulisan litian tentang

atan anak bahan hukum primer ya gunakan oleh

yaitu UU Republik Indonesia ten Perlindungan
tu Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan'Pemerintah RI

engangkatan Anak yaitu Nomor
Menteri Sosial Nomor 110/H 009 tentang

hukum sekunder yakni bahan hukum yang biasanya diambil

dari tulisan-tulisan para ahli hukum yang berpengaruh yang
berupa buku ataupun jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil

penelitian sebelumnya.®’

37 Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
cet.tujuh, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 296.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan karya tulis ini penyusun juga
membutuhkan teknik mengumpulkan bahan hukum. Penyusun
memilih studi dokumen atau kepustakaan (Library Research)

dan wawancara (Interview) untuk teknik pengumpulan bahan

hukumnya. Studi dokum uatu kegiatan mengumpulkan,

memeriksa dan me -dokumen yang nantinya

, mengidentifikasi” sumber hukum yang

angkah kedua, setelah ‘sumber n hukumnya

mudian diinventarisasi bahan huk ang nantinya

lukan. Langkah ketiga, bahan um tersebut

dicatat dan dikutip bebera yang dapat

ikan berdasarkan bahan hukum

khir, bahan hukum dianalisis sesu gan masalah

memperoleh d

peroleh dari Ketua Majelis Hakim yakni Ibu Ana Faizah, S.H.,
M.H. Ada dua faktor yang mempengaruhi penggunaan
wawancara sebagai alat pengumpulan bahan hukum, vyaitu

139.

38 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2021 ),
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kualitas pewawancara dan yang diwawancara serta sifat dari
masalah yang diteliti.*®
5. Analisis Data
Penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Kajian normatif

sifatnya preskriptif yang b I menentukan apa yang salah dan

apa yang benar. Da lan hukum yang dilakukan,

utuhkan atau

40

H. Sistemati enulisan
engacu pada panduan skripsi yan erbitkan oleh
h UIN K.H. Abdurrahman Wahid longan yang

harus me kan sistematika penulisan pada p

Fakultas

dahkan penyusun dalam
i terdiri dari se

belakang masalah penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
2010), 25.

40 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Dokrinal
dan Non-Dokrinal, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 35.
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BAB Kedua, landasan teori. Dalam landasan teori penyusun
akan membahas mengenai teori pertimbangan hukum dan teori
tentang pengangkatan anak.

BAB Ketiga, yaitu gambaran umum yang mengenai
penelitian. Dalam gambaran umum ini, penyusun akan menjelaskan
kasus posisi pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kajen pada

Putusan Nomor 203/Pdt.P/ jn dan pertimbangan hukum

penulis akan

lan abstrak yan dari proses

pai pembahasan ak ab lima juga

akan dise endasi yang berisi masukan.




BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1.

Hakim dalam konstruksi hukum menggunakan jenis analogi
bahwa pada fakta hukum yang terjadi pada putusan hakim

tersebut Pemohon merugakan seorang perempuan yang

berstatus lajang ata nah menikah berkeinginan

ya adalah Paragraf Ketig

Oleh ng, Tua Tunggal" pada en  Sosial
Pasal 28-35
asal tersebut

K/2009 atau lebih jelasnya p
sial N0.110/HUK/2009. Aturan da

aturan khusus bagi golongan

ohon lajang.
jelis hakim memutus perkara den
umum yakni pada PP N0.54/20

enggunakan

bih jelasnya

perkara ini, bahwa
perkara Nom . : menyempitkan UU
Perlindungan Anak yang mengatur secara luas pokok hak dan
kewajiban anak kemudian disempitkan untuk subjek seorang
anak berusia 2 tahun lebih 1 bulan yang lahir tanpa ayah dan
akan diasuh oleh orang tua lajang tanpa seorang ayah.

33
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2. Hakim dalam menetapkan dan mengesahkan permohonan
pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor
203/Pdt.P/2023/PA.Kjn mendasarkan ketentuan hukum yang
bersifat umum, bukan ketentuan yang bersifat khusus dalam
pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang masih
lajang yang dikaitkan dengan konsep hukum Islam yakni

maslagah  mursalah ga proses pertimbangan

menitikberatkan epentingan anak angkat.
Dalam pem hanya berdasarkan

ujuh alat bukti

saksi-saksi Pemoho

dan_hanya merujuk pada pers umum yakni

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ngkan untuk
lajang persyaratannya menggu
osial Nomor 110/HUK/2009 yang

ntuan mengenai hak dan perlind

da/UU Perlindungan Anak dikaitk ngan konsep

B. Rekomendasi
1. Bagi
pengangkatan anak oleh Pemohon lajang menggunakan

perkara

peraturan perundangan-undangan yang sesuai dengan subjek
hukumnya. Agar dalam memikirkan manfaat hukum yang
menjadi  tujuan  hukum  terpenuhi, aspek prioritas

perkembangan anak juga harus dipertimbangkan.
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2. Bagi masyarakat khususnya yang memiliki problematika yang
sama dengan Pemohon dan ibu kandung anak angkat ketika
berurusan dengan hukum agar melakukan ketetuan yang sesuai
dengan hukum agar memperoleh manfaat dari adanya
ketentuan tersebut.

3. Bagi lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan

bimbingan pelaksana katan anak agar melakukan

upaya dan kegia engan tugas pokok dan
yang embutuhkan
ampingan dan

akan sesuai
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PEDOMAN WAWANCARA

1.  Apatujuan pengangkatan anak (secara umum)?

2. Apa alasan/latar belakang pengangkatan anak pada perkara
Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn?

3. Sumber hukum apa saja yang digunakan dalam perkara
tersebut?

4. Apa saja yang dalam persidangan perkara
tersebut?

5. n masih lajang ?

alam memutus
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